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PENUTUP

Kesimpulan

Melalui hasil dan analisis penelitian terhadap permasalahan ini,

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.

Terdapat hubungan kerja antara PGPM Minomartani dan Pekerja di
Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani. Apabila ditinjau
dari segi aktornya, hubungan kerja merupakan hubungan antara
pengusaha dengan pekerja. PGPM Minomartani merupakan pengusaha
yang dalam arti luas dimaknai sebagai pengurus yang mengelola usaha
sosial. Selain itu, hubungan antara PGPM Minomartani dan Pekerja di
Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani didasarkan pada
perjanjian kerja. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 50 UU
Ketenagakerjaan. Ketiga unsur hubungan kerja yakni pekerjaan,
perintah dan upah terpenuhi dalam hubungan antara PGPM
Minomartani dan Pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus
Minomartani.

Pemenuhan hak atas BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di Gereja
Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani belum terlaksana.
Terdapat ketidaksesuaian dari segi pendaftaran, program, dan iuran.
Meskipun PGPM Minomartani bukan merupakan pengusaha, PGPM

termasuk ke dalam pemberi kerja. Menurut UU BPJS, pemberi kerja
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wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga
PGPM Minomartani seharusnya memiliki kewajiban  untuk
mendaftarkan pekerjanya. PGPM Minomartani selaku pemberi kerja
tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga
para pekerja mendaftarkan diri secara mandiri. Pekerja dengan
PKWTT dan PKWT yang seharusnya merupakan peserta kategori PU
kenyataannya terdaftar sebagai peserta BPU. Hal ini menyebabkan
pekerja hanya menjadi peserta program JKK dan JKM, padahal para
pekerja juga berhak menjadi peserta program JHT, JP, serta JKP. Selain
itu, Iuran yang seharusnya ditanggung secara bersama-sama oleh
pemberi kerja dan pekerja justru dibayarkan secara mandiri oleh
pekerja.
Saran
Bagi PGPM Minomartani selaku pemberi kerja, hak pekerja atas
BPJS Ketenagakerjaan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh
PGPM Minomartani. PGPM Minomartani wajib mendaftarkan para
pekerjanya baik pekerja dengan PKWTT maupun PKWT ke BPJS
Ketenagakerjaan sesuai dengan tata cara pendaftaran yang diatur
oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar pekerja
memperoleh manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sesuai
kategori pekerja PU dan kesejahteraan pekerja dapat meningkat.
Bagi pekerja di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus

Minomartani, sebaiknya mengunjungi kantor BPJS terdekat untuk
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melakukan perubahan status kepesertaan dari BPU menjadi PU.
Pekerja juga dapat menyertakan dokumen yang diperlukan beserta
bukti bahwa pekerja merupakan penerima upah. Dengan demikian,
pekerja dapat memperoleh manfaat program BPJS yang lebih
lengkap.

Bagi BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan dapat melakukan
sosialisasi dan evaluasi secara berkala untuk memastikan
pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di Gereja Katolik
Santo Petrus dan Paulus terpenuhi. Sosialisasi dan evaluasi tersebut
tidak hanya dilakukan pada perusahaan maupun instansi tertentu,
tetapi juga perlu dilakukan di lembaga keagamaan yang
mempekerjakan orang lain. Apabila terdapat pemberi kerja yang
secara nyata lalai tidak mendaftarkan pekerjanya, maka BPJS perlu
menindak dengan mengenakan sanksi administratif kepada pemberi

kerja tersebut.
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